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Pcnclitian im akan membahas tcntang kcberadaan calon indcpenden datam
pelaksanaan pemilihan kcpala dacrah dcngan mengambil penelitian pada
Kabupaten Padang l.awas Utara, Kcberadaan seorang calon independen dalam
proses pemilihan kcpala dacrah dengun landasan Undang-Undung No. 12 Tahun
2008 adalah undang-undang tcntang Pcrubahan kcdua Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang [.awas Utara.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah sejauhmanakal pelaksanaan
pengaturan dan pencrapan calon independen dalam pcemitihan kepala daerah di
Kabupaten Padang Lawas Utara dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalamn
peleksanaan pengaturan calon independen di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untik membahas judul skripsi tersebut maka dilakukan penelitian secara
kcpustakaan dan penelitian lapangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Dar: hasil penelitian maka dikctahui pertimbangan hukum schingga calon
independen dapat mendaftar di Komisi P’emilihan Kepala Daerah untuk mcngikut
seleks: calon kepada daerah dan hal tni tidaklah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat
(4) UUD 1945. yang memberikan kcsempatan kepada ealon perscorangan (calon
indcpenden) bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat
kctalanegaraan yang lerpaksa harus dilakukan. tetapi lebih sebagai pemberian peluang
olch pcmbentuk undang-undang dalam pclaksanaan pemilihan kepala dacrah dan
wakil kepala daerah agar lebih demokratis yailu pada Pasal 67 Ayat (1) hurufd UU
No. 11 Tahun 2006 tentang Pcmcrintahan Acch yang mcmbuka kescmpalan bagi
calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
Tata cara pengajiian calon independen pada Komisi Pemilihan Kepala Dacrah menurut
Pasal 59 ayat (5), ayat (5a) huruf d Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerinwahan
Daerah adslah mengajukan. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan
calon perseosangan, berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang
dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat ketcrangan tenda
penduduk dan surat pernyataan tidak akan mengundirkan dini sebagai pasangan calon,
surat pcrnyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi
kepala daerah atau wakil kepala dacrah sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
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